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perlindungan hukum bagi para ABK lebih terjamin dan berkekuatan 

hukum tetap.  

2. Dibutuhkan sosialisasi kepada pemilik kapal dan ABK mengenai Asuransi 

Kecelakaan Diri yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Kelas III Juwana dan PT Jasaraharja Putera. Sosialisasi tersebut 

diharapkan supaya tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran antar kedua 

belah pihak. Pemilik kapal wajib memberitahukan kepada para ABK 

tentang adanya asuransi yang diberikan supaya ABK dalam melakukan 

pekerjaannya merasa terlindungi.   
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